




Judul                  : Keterlibatan Dewan Legislatif (DPRD) dalam Pengambilan 
Kebijakan Pengadaan Infrastruktur Pasar Modern di Kota 
Bengkulu 
I. PENDAHULUAN 
    Latar Belakang Masalah 
Penelitian ini dimaksudkan mengkaji tentang keterlibatan Dewan Legislatif 
(DPRD) dalam pengambilan kebijakan Pengadaan Infrastruktur Layanan Publik. 
Infrastruktur yang dimaksud adalah sarana prasarana terkait dengan pengadaaan layanan 
publik. Pengadaan infrastruktur yang ada di Kota Bengkulu seharusnya menjadi 
kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan, namun terbatas pada modal dan 
kemampuan daerah, maka dijalinlah kemitraan dengan pihak swasta sebagai pengambil 
bagian dalam pengadaan infrastruktur tersebut.  
Keterlibatan pihak swasta yang sering disebut dengan organisasi privat ini tidak 
lain karena berbagai pertimbangan yang telah mereka lakukan. Pertimbangan yang 
mendasar terletak pada pengembalian modal dan perolehan keuntungan. Dewan 
Perwakilan Daerah Kota Bengkulu merupakan lembaga legislatif yang eksistensinya 
bersama dengan Pemerintah Kota mengambil kebijakan. Banyak sekali kebijakan yang 
diambil oleh eksekutif bersama dengan legislatif. Kebijakan tersebut sering disebut 
dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam pengambilan keputusan diwarnai dengan adu 
argumentasi sehingga produk kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum. Salah satu fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengambilan 
keputusan dalam kebijakan penyediaan infrastruktru layanan publik berupa pengadaan 
pasar modern.   
Pembangunan Infrastruktur Pasar Modern di Kota Bengkulu dirintis pada tahun 
2004 dan selesai pada tahun 2005, yang pada saat itu kondisi ekonomi Propinsi Bengkulu 
 2 
 
sangat terpuruk (Rakyat Bengkulu, 2010), merupakan tantangan untuk memajukan Kota 
Bengkulu yang pada tahun tahun berikutnya perlu peningkatan ekonomi, maka 
diperlukan organisasi privat yang dapat membiayai pembangunan infrastruktur tersebut. 
Bentuk kerjasama yang bagaimana tentunya yang dapat dijalin antara pemerintah dengan 
swasta.  
Pemerintah Kota Bengkulu dalam memenuhi infrastruktur layanan publik 
tersebut dengan mengadakan sendiri maupun menjalin kerjasama dengan pihak 
organisasi privat. Partisipasi dari organisasi swasta atau privat ini merupakan peluang 
yang disediakan oleh pemerintah maupun terobosan yang diciptakan pihak privat itu 
sendiri.   
Di Kota Bengkulu terdapat organisasi privat yang ikut ambil bagian dalam 
penyediaan Infrasturuktur Layanan Publik yaitu PT Dwisaha Selaras Abadi yang 
mengelola Pasar Tradisional Modern yang sering disebut Mega Mall, dan PT Bengkulu 
Indah Mall yang mengelola Bencolen Mall.  
Dalam Kepentingan publik, maka tugas pemerintah daerah Kota Bengkulu yang 
seharusnya menyediakan infrastruktur layanan publik dalam rangka memberi keramaian 
Kota, namun demikian karena terbatasnya dana pemerintah Kota Bengkulu maka di 
bukalah jaringan kerjasama Pemerintah Kota dengan pihak corporate atau organisasi 
privat.  Dari hal hal tersebut menarik untuk diteliti tentang keterlibatan lembaga legislatif 
( DPRD) Kota Bengkulu dalam pengambilan keputusan kebijakan penyediaan 
Infrastruktur Pasar Modern yang ada di Kota Bengkulu, yang melibatkan kemitraan 
pemerintah, masyarakat, dan korporasi.  
          Rumusan Masalah  




1. Bagaimana bentuk keterlibatan Lembaga Legislatif (DPRD) Kota Bengkulu  
pengadaan infrastruktur Pasar Modern di Kota Bengkulu.  
2. Bagaimana manfaat yang diperoleh masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu 
dengan  keterlibatan lembaga legislasi tersebut? 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengkaji bentuk keterlibatan Lembaga Legislatif (DPRD) Kota Bengkulu  
pengadaan infrastruktur Pasar Modern di Kota Bengkulu.  
2. Untuk mengetahui  manfaat yang diperoleh masyarakat dan pemerintah Kota 























II. TINJAUAN PUSTAKA. 
Pelayanan Publik (Public Service) 
 Dari pandangan Willocks dan Horrow  (1992) bahwa layanan publik (public 
service) merupakan layanan yang menghasilkan bentuk barang dan jasa publik, dimana 
proses penyediaannya dilakukan melalui pengendalian langsung atau tidak langsung oleh 
organisasi publik, penggunaan dana bersumber dari pendapatan warga yang memerlukan 
akuntabilitas kepada masyarakat, dan memiliki tujuan sosial ekonomi, seperti pelayanan 
kesehatan, pendidikan, air bersih, pemadam kebakaran, transportasi umum, jalan raya, 
energi listrik, telekomunikasi, perumahan, kepolisian dan sebagainya. 
 Dikaitkan pemerintah dengan perannya dalam penyediaan pelayanan publik, 
menurut Hughes (1994) bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam 
penyediaan pelayanan publik dengan menggunakan 4 (empat) instrumen ekonomi, yaitu 
(i) intrumen penyediaan pelayanan (provision), dimana pemerintah menyediakan barang 
dan jasa publik melalui pengeluaran pemerintah, (ii) instrumen subsidi (subsidy), sebagai 
bagian dari kategori instrumen penyediaan pelayanan dimana pemerintah membantu 
pelaku pasar untuk menyediakan barang atau jasa yang diinginkan oleh pemerintah (iii) 
instrumen produksi barang dan jasa (production), dimana pemerintah memproduksi 
barang dan jasa publik untuk dijual di pasar secara langsung, dan (iv) instrumen regulasi 
(regulation), dimana pemerintah berperan dalam menggunakan kekuasaan pengaturan 
untuk mengembangkan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pasar melalui mekanisme 
insentif. 
Menurut Riht (1987) bahwa pelayanan publik (public service) didefinisikan 
sebagai : all service which available in the society, whether provided by public or private 
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sector, but these service still become the responsibility of government, both national, 
regional, or local government such as education, health, housing, water supply and 
waster, electricity, telecomunication, public transport, road, etc. Pelayanan publik atau 
pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 
bentuk barang umum maupun jasa umum yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab 
dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat (Dunn, 2000).  Arti pelayanan umum tidak dapat terlepas dari 
kepentingan umum, dimana pelayanan umum diselenggarakan untuk memenuhi 
kepentingan umum (Moenir, 2005). Menurut Haque (2001) pelayanan publik adalah 
fungsi hubungan antara peran institusi pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa 
umum terhadap masyarakat.   
Dilihat dari segi dimensi-dimensi pelayanan dapat dibagi dalam beberapa jenis, 
misalnya Chitwood (Frederickson, 1994) menyebutkan apabila pelayanan publik 
dikaitkan dengan keadilan, maka pelayanan publik  bisa dibagi ke dalam tiga bentuk 
dasar, yaitu : 
1. Pelayanan yang sama bagi semua. Misalnya pendidikan yang diwajibkan bagi  
penduduk usia muda. 
2. Pelayanan yang sama secara proporsional bagi semua, yaitu distribusi pelayanan yang 
didasarkan atas suatu ciri tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan. Misalnya 
jumlah polisi yang ditugaskan untuk berpratoli dalam wilayah tertentu berbeda-beda 
berdasarkan angka kriminalitas. 
3. Pelayanan-pelayanan yang tidak sama bagi individu-individu bersesuaian dengan 
perbedaan yang relevan. Ada beberapa kriteria mengapa pelayanan itu tidak sama 
antara lain: satu, pelayanan yang diberikan berdasarkan kemampuan untuk membayar 
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dari penerima pelayanan. Dua, penyediaan pelayanan-pelayanan atas dasar 
kebutuhan-kebutuhan.  
Menurut Syahrir pelayanan publik  adalah segala aktifitas  yang dilakukan oleh 
pemerintah maupun swasta yang menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan untuk 
memenuhi  kebutuhan publik (Prisma, 1986). Hampir sama dengan apa yang 
diungkapkan Syahrir juga dinyatakan oleh Mifta Thoha, menyatakan  kembali bahwa 
pelayanan sosial merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 
atau instansi  tertentu untuk memberi bantuan kemudahan pada masyarakat  dalam rangka 
mencapai suatu tujuan tertentu (Thoha, 2004). 
Bentuk-Bentuk Partnership Antara Pemerintah Dan Swasta 
Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur 
layanan publik  meliputi: Build and Transfer (BT), Build Own Operate (BOO), Build 
Lease Transfer (BLT), Build Transfer Operate (BTO), Developt Operate Transfer (DOT), 
Contract Add Operate (CAO), Rehap Operate Transfer (ROT), dan Rehab Operate Own 
(ROO) (OECD,1997). Sedangkan International  Monetary Fund membagi jenis 
kemitraan dalam tiga kategori besar yaitu, pertama:Build-Own-Operate (BOO), Build-
Develop-Operate (BDO), Design-Construct-Manage-Finance (DCMF). Kedua, Buy-
Build-Operate (BBO), Lease-Develop-Operate (LDO), Wrap-Arround-Addition (WAA). 
Ketiga, Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Own-Operate-Transfer (BOOT), Build-
Rent-Own-Transfer (BROT), Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT), Build-Transfer-
Operate (BTO) (International Monetary Fund, 2009).  Sejumlah model kerjasama 
tersebut dijelaskan sebagai berikut: 





Model kemitraan BOT merupakan bentuk kerjasama pemerintah dan swasta, 
pihak swasta membangun fasilitas sesuai dengan perjanjian tertentu dengan pemerintah, 
mengoperasikan selama periode tertentu berdasarkan kontrak, dan kemudian 
menyerahkan kepemilikan fasilitas tersebut kepada pemerintah. Pada banyak kasus, 
swasta selalu menyediakan sebagian atau seluruh dana pembiayaan pembangunannya 
sehingga pada periode kontrak harus sesuai dengan perhitungan dalam pengembalian 
investasi melalui pengguna fasilitas tersebut. Pada akhir kontrak, pihak pemerintah dapat 
menilai tanggung jawab pengoperasian, memperpanjang masa kontrak dengan pihak 
yang sama, atau mencari pihak (swasta) baru sebagai mitra untuk mengoperasikan atau 
memelihara.  
Dalam mediator investor (2014) dinyatakan bahwa BOT adalah kontrak antara 
instansi pemerintah dan badan usaha/ swasta (special purpose company), dimana badan 
usaha bertanggungjawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan 
pemeliharaan (O&M) sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa 
tahun; biasanya dengan transfer asset pada akhir masa kontrak yang umumnya berlaku 
10 sampai 30 tahun (http://mediatorinvestor.wordpress.com/arti kel/public-private-
partnership/ diakses 21 Februari  2018). 
          Build-Transfer-Operate (BTO) 
BTO hampir sama dengan BOT. Perbedaannya terletak pada waktu 
pengembalian atau penyerahan fasilitas. Kalau BOT dari pihak swasta mengembalikan 
setelah memiliki dalam jangka waktu tertentu, sebaliknya, pada BTO, pihak swasta 
menyerahkan fasilitas kepada pemerintah setelah proyek pembangunan selesai. 
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   Build Own Operate (BOO) 
BOO merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta dimana 
konstraktor swasta membangun dan mengoperasikan fasilitas tanpa harus 
mengembalikan kepemilikan kepada pemerintah. Dengan kata lain, dari pemerintah 
menyerahkan hak dan tanggung jawabnya atas suatu prasarana public kepada mitra privat 
untuk membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan suatu prasarana publik 
baru tersebut selama-lamanya. Transaksi BOO dapat berstatus bebas pajak apabila semua 
persyaratan kantor pajak terpenuhi. 
          Buy-Build-Operate (BBO) 
BBO merupakan sebuah bentuk penjualan aset yang mencakup proses 
rehabilitasi atau pengembangan dari fasilitas yang sudah ada. Pemerintah menjual aset 
kepada swasta dan kemudian swasta melakukan upaya peningkatan yang dibutuhkan 
fasilitas tersebut untuk menghasilkan keuntungan dengan mekanisme yang juga 
menguntungkan. 
          Lease-Develop-Operate (LDO)  
LDO atau BDO merupakan kerjasama swasta menyewa atau membeli prasarana 
public dari pemerintah, dan mengembangkannya serta melengkapinya, lalu 
mengoperasikan berdasarkan kontrak dalam waktu tertentu. Selama kontrak 
berlangsung, pihak swasta dapat mengembangkan prasarana yang ada dan 
mengoperasikannya sesuai dengan perjanjian kontrak. 
         Build-Develop-Operate (BDO) 
BDO merupakan kerjasama swasta menyewa atau membeli prasarana public 
dari pemerintah, dan mengembangkannya serta melengkapinya, lalu mengoperasikan 
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berdasarkan kontrak dalam waktu tertentu. Selama kontrak berlangsung, pihak swasta 
dapat mengembangkan prasarana yang ada dan mengoperasikannya sesuai dengan 
perjanjian kontrak. 
Kemitraan dengan model Public Private Partnership ini merupakan konsesi 
bukan swastanisasi, dengan alasan bahwa sektor publik mendapat dan membayar jasa 
layanan dari swasta untuk dan atas nama komunitas dan tetap mengontrol tanggungjawab 
terakhir untuk penyerahan jasa- jasa layanan,  walaupun kemitraan tersebut disediakan 
oleh swasta dalam periode tertentu (25 tahun atau lebih lama). Sebaliknya saat badan 
usaha Pemerintah diswastanisasi, perusahaan swasta mengambil alih usaha dan juga 
menanggung tanggungjawab penyerahan jasa layanan (Yusuf,2012) dalam 
http://hukuminfrastrukturjalantol.blogspot.com /2012/ 09/perbedaan-kps-swastanisasi-
dan-konsesi.html diakses  15 Februari 2018 Pukul: 20:07). 
Landasan Kemitraan 
Menurut Schubeler (1996) payung hukum atau rangkaian regulasi yang 
mendukung percepatan pembangunan infrastruktur menjadi bagian yang vital. 
Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat bagi tingkat pertumbuhan 
ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Namun, mengingat terbatasnya dana yang ada untuk 
membiayai infrastruktur, pemerintah perlu meningkatkan partisipasi swasta melalui 
kemitraan. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang 
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menyadari 
bahwa pembangunan infrastruktur harus secepatnya dilakukan. 
Penyediaan infrastruktur dalam Perpres No.67 tahun 2005 adalah kegiatan yang 
meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangunan atau meningkatkan kemampuan 
infrastruktur dan juga pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka 
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meningkatkan nilai manfaatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha adalah 
badan usaha swasta, BUMN, BUMD, dan koperasi. Pasal 4 Perpres No.67 tahun 2005, 
pemerintah dapat mengikutsertakan badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum 
dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur. Untuk dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, kerjasama dalam bentuk penyediaan 
infrastruktur diletakkan atas prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan,transparansi, 
persaingan sehat, tanggung jawab, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan 
saling mendukung. Kerjasama hal tersebut harus mempertimbangkan (pasal 7 ayat 1) : 
1)  Kesesuaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah, dan 
rencana strategis sektor infrastruktur, 2)  Kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata 
ruang, 3)  Keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah, 4) Analisis biaya dan 
manfaat sosial. 
Administrasi yang dilakukan dalam kemitraan terkait bagi hasil dan resiko, 
maksudnya publik dan privat  berbagi dalam memperoleh keuntungan atau menerima 
kerugian. Dalam perjanjian kemitraan jelas merupakan suatu kontrak nyata, ada bentuk 
standar. Dalam kontrak tersebut terdapat ketentuan yang memberikan pilihan (opsi) 
untuk menjual asset modal pada akhir masa kontrak (Yusuf, 2012). 
Dalam konsesi, pelaksanaan yang efektif dikendalikan oleh rancangan regulasi 
dan rancangan konsesi yang sesuai (Craig, 2008). Selanjutnya rancangan konsesi 
(concession design) dinyatakan sebagai berikut:  
“… the award process, the award criteria, prequalification requirements, 
ownership restrictions, labor force adjustment issues, inverstment obligation versus 
output targets, guarantees, concession length, termination clauses and compensation 
rules, contingency clauses, performance bonds, conflict resolution mechanisms and 
appeals structure, allocation of risk”.  
 
Sedangkan rancangan regulasi terdiri dari: pilihan rezim regulasi (rate of 
return versus price cap), tariff structure, adjustment of tariff procedures and triggers, 
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ordinary and extraordinary tarif reviews, valuation of assets, cost allocation, asset 
base, quality of service standars, informational requirements, regulatory accounting, 
regulatory instruments, penalties and fees, consumer rights, services to be regulated 
(Craig, 2008).  
 
Pola yang banyak digunakan dalam kemitraan ini berupa BOT (Built Operate 
Transfer) yang dipandang cocok diterapkan dalam investasi jangka panjang, selama masa 
konsesinya dengan membiayai, membangun dan mengoperasikan. Bentuk Badan Usaha 
yang melakukan kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk joint venture( usaha 
patungan) atau joint operation (kerjasama operasi gabungan). Biaya pengadaan lahan 
yang dibutuhkan ditanggung oleh pemerintah sekaligus oleh pihak swasta yang akan 
diperhitungkan dalam masa konsesi. Diunduh dari website 
(http://www.academia.edu/7347379/   Public_Private_Partnership, diakses 21 Februari 
2018, Pukul 21:16 wib. 
Membuat kebijakan untuk melakukan kemitraan dengan pihak swasta tidak lain 
merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintahan daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakatnya. Belum optimalnya fungsi pemerintahan daerah sebagai 
akselerator  kesejahteraan rakyat dan penyedia layanan publik dikarenakan disain 
kelembagaan Otda yang mulai diimplementasikan pada 2001 mengalami perubahan- 
perubahan dari waktu ke waktu (Marijan, 2014), lebih lanjut Otda dipandang telah 
melahirkan oligarki baru di daerah, karena hanya sekelompok kecil orang saja yang 
memperoleh keuntungan.   
Keterlibatan Organisasi Privat dalam pengambilan Kebijakan Pengadaan 
Infrastruktur Layanan Publik menunjukkan peranserta pihak swasta dalam kemitraan 
penyediaan infrastruktur layanan publik, sehingga kemitraan tersebut bisa memiliki 
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manfaat bagi masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya menimbulkan permasalahan. 
Konsep ini merupakan landasan lebih lanjut dalam penelitian yang akan kita lakukan. 
Kota Bengkulu yang memiliki potensi ekonomi yang relatif belum tinggi, maka 
dibutuhkan kreativitas Pemerintah Kota untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 
sekaligus menciptkan keramaian Kota. Oleh karena sesuai dengan konsep Public Private 
Partnership, dibutuhkan kepiawaian Pemerintah Daerah yang dapat memberi keramaia 
sekaligus meningkatan ekonomi masyatakat. Dilihat dari kemampuan ekonomi yang 
masih rendah, maka dicarilah investor yang mau berpartisipasi dalam kerjasama 
organisasi privat dan organisasi publik.  Ditemukannya corporate yang mau 
menginvestasikan dananya untuk masyarakat Bengkulu, sudah berarti ikut terlibat dalam 
penyediaan infrastruktur layanan publik. Hal ini bermakna bahwa Organisasi Privat 
terlibat dalam pengambilan keputusan pengadaan infrastruktur layanan publik. 
Setidaknya pengambilan keputusan yang diambil Pemerintah Kota akan berpengaruh dan 
saling mempengaruhi pada hasil kebijakan pengadaan Infrastruktur layanan publik.  
Dalam pengambilan kebijakan, Pemerintah melakukan dialog dan kerjasama 
untuk membahas dan merancang bentuk infrastruktur layanan publik tersebut. Suatu hal 
yang strategis dalam mengambil kebijakan untuk mengadakan kerjasama kemitraan 
dengan pihak korporasi (swasta) dengan melibatkan partner pemerintahan, yakni 
Pemerintah Kota Bengkulu dengan Dewan Perwakilan Daerah. Keterlibatan legislatif 
dalam partisipasi di bidang pemerintahan mencakup bidang legislasi, pengawasan, dan 
budgeting. Tiga hal tersebut merupakan putusan strategis yang pengambilan putusannya 
melalui mekanisme persidangan di DPRD. Putusan inilah merupakan produk hukum 





III. METODE PENELITIAN 
 
 
Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji keterlibatan Dewan legislatif 
(DPRD) Kota Bengkulu dalam pengambilan kebijakan pengadaan infrastruktur layangan 
publik,  dan manfaat yang diperoleh masyarakat dan pemerintah  
          Aspek aspek penelitian 
Aspek aspek dalam penelitian ini adalah: 
1. Keterlibatan DPRD Kota Bengkulu dalam perencanaan pengadaan infrastruktur Pasar 
Modern.  
2. Keterlibatan dalam fungsi budgeting 
3. Keterlibatan dalam fungsi pengawasan 
4. Keterlibatan dalam fungsi legislasi 
5. Manfaat yang diperoleh pemerintah dan masyarakat terkait dengan penyediaan 
infrastruktur layanan publik oleh organisasi privat. 
Teknis Pengumpulan Data 
  Pengumpulan Data dilakukan dengan 3 cara, : 
Pertama, pengumpulan data historic, dilakukan dengan cara merekam atau mencatat data 
sekunder berupa catatan- catatan (record) dari dokumen administratif, catatan rapat, 
laporan studi, media massa, data statistik dan lain lain yang diperoleh dari instransi 
pemerintah ,  instansi atau  lembaga terkait.  
Bagaimana data sejarah keberadaan Pasar Modern diperoleh dengan segala 
permasalahan, dan tarik menarik antara pejabat birokrat dengan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah Koa Bengkulu.  Kedua, observasi lapangan, dilakukan dengan 
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mengadakan kunjungan atau pengamatan langsung secara formal dan tidak formal untuk 
mengetahui realitas di lapangan. Adanya Pasar Modern tersebut dikaji secara mendalam 
tentang pentingnya keramaian dan peningkatan ekonomi. Tinjauan  income generating 
dan juga peningkatan pendapatan masyarakat Kota Bengkulu.Ketiga, Pengumpulan data 
dengan melalui interview atau wawancara terfokus dan terstruktur (Focused and 
structured interview), yang dilakukan dengan formal maupun tidak formal, untuk 
mendapatkan data yang valid. Interview dilakukan tidak saja sekali, tetapi berulang kali 
sampai menemui kondisi yang relatif sama.  
Teknis Penentuan Informan 
  Dalam Penelitian ini, lebih tepat menggunakan istilah informan dibandingkan 
sampel, sehingga tidak mengenal populasi dalam penelitian ini. Pencarian informan 
dengan cara purposive sampling. Unit analisis ini adalah organisasi, jadi interview 
mengarah pada pertanyaan keorganisasian,  meskipun yang diwawancarai adalah 
individu yang representatif. 
Analisa Data 
  Proses analisis data dilakukan dengan kegiatan memeriksa, mengkategorikan, 
mentabulasikan, atau mengkombinasikan kembali pembuktian (examining, categorizing, 
tabulating or recombining the evidence) untuk mendapatkan penjelasan, pembuktian dan 
penilaian tentang karakteristik atau kondisi dari variabel dan sub variabel penelitian.  
  Dengan tersedianya data yang telah dikumpulkan melalui ketiga cara tersebut 
di atas, selanjutnya dilakukan pengorganisasian dan dokumentasi. Hasil pengumpulan 
data tersaji dalam bentuk data dasar dan laporan investigator. Melalui proses tersebut 
berbagai hasil temuan penelitian dianalisis secara mendalam yang dijamin kebenarannya 
dan rangkaian pembuktiannya tertata runtut  dari mulai pertanyaan penelitian, aspek 
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penelitian, penelitian, dan hasil temuan ( catatan jawaban informan di luar indikator yang 
muncul saat interview) Selanjutnya peneliti mengintervensi untuk melakukan analisis 
dari data yang diperoleh. 
Jadwal Pelaksanaan 
NO KEGIATAN B U L A N  
  1 2 3 4 5 6 
1 Persiapan x      
2 Pelaksanaan  x x x   
3 Pelaporan     x x 
 
Personal Peneliti 
NO NAMA STATUS 
1 Sugeng Suharto Ketua 
















Dari penelitian yang dilakukan dapat dipaparkan berbagai hal terkait dengan aspek 
aspek penelitian. Pemaparan diawali dari temuan  tentang kepentingan politik, alasan 
kemitraan, dan selanjutnya tentang kajian keterlibatan dewan legislatif  dalam  pengambilan 
kebijakan pengadaan infrastruktur layanan publik  berdasar fungsi legislatif dalam bidang 
pengangaran, pengawasan, dan legislasi.  
 Kepentingan Politik 
Walikota sebagai Kepala Daerah sangat menentukan arah kebijakan pembangunan 
dan kemajuan Kota. Dengan berbagai ide dan gagasan rasional dan beralasan, dirumuskan di 
tingkat eksekutif dan selanjutnya disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Bengkulu. Ide dan gagasan tersebut juga disosialisasikan kepada 
masyarakat. Pemaparan tentang kepentingan politik mencakup latar belakang munculnya ide 
kemitraan, dasar pemikiran, dan pengkajian kemitraan dalam rencana strategis pemerintah 
daerah. 
Latar Belakang Munculnya Ide Kemitraan 
Pasar Minggu merupakan andalan  bagi perdagangan atau sektor ekonomi Kota 
Bengkulu saat itu (DA, Agustus 2018) sering mengalami kebakaran, kondisi lingkungan 
kumuh dan sangat kotor sekali. Renovasi telah dilakukan tetapi kebakaran terjadi lagi ( tahun 
2002). Kotornya lokasi pasar memberi kesan bahwa lingkungan pasar Minggu sangat tidak 
terawat, jorok, apalagi kalau di musim hujan.  Walikota saat itu mengumpulkan staff dan 
menyusun rencanan pembangunan Pasar Minggu menjadi pasar yang bersih, modern dan tetap 
mengakomodasi para pedagang tradisional (DA, mantan Ketua DPRD tahun 1999 – 2004 dan 
Wakil Ketua DPRD tahun 2004 -  2009).  Proposal renovasi Pasar Minggu selanjutnya 
diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan dicari jalan keluar. Keputusan Dewan saat itu 
menyetujui ide Walikota CE, tetapi uang yang dimiliki Pemerintah Daerah sangat sedikit, 
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sehingga rencana renovasi dapat disetujui dengan dana  seadanya sesuai dengan kemampuan 
daerah.  Mencermati keputusan DPRD tersebut, Walikota mengambil sikap dengan melakukan 
rencana ulang renovasi Pasar Minggu. Gagasan renovasi tersebut selanjutnya didiskusikan 
dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Akhirnya menemui solusi bahwa disarankan kepada 
Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan relokasi Pasar Minggu dengan membangun 
kembali di samping bangunan yang lama dengan bentuk yang modern. Maksud dari modern 
adalah dilengkapi sarana kebersihan, keamanan, kenyamanan dan juga ketertiban. Akhirnya 
muncul ide dibangun Pasar Tradisional Modern yaitu kombinasi antara tradisional dengan 
modern. Master Plann dari pendirian Pasar Modern tersebut dilengkapi dengan Hotel 
berbintang, dan sarana pendukung lainnya, seperti hiburan dan rekreasi.  Kombinasi tradisional 
tersebut mewujudkan pasar tradisional, yaitu konsep pasar yang masih berlaku tawar menawar 
dalam jual beli, disandingkan dengan Pasar Modern yaitu pasar dengan konsep swalayan 
(wawancara dengan DA, mantan Ketua DPRD, September 2018). 
Menurut Kepala Bagian Kerjasama Daerah Kota Bengkulu (FA) bahwa ide Kemitraan 
pada awalnya terinspirasi dari pemikiran tentang kebutuhan daerah dan dalam rangka 
pembangunan Kota Bengkulu  yang pada faktanya dana pembangunan memiliki keterbatasan 
sehingga  tidak seiring dengan program pembangunan yang seharusnya. Oleh karena itu sesuai 
dengan konsep otonomi daerah, bahwa setiap derah dituntut untuk berlomba-lomba 
membangun daerah masing-masing, termasuk dengan cara menarik investor sebanyak-
banyaknya dalam rangka mendukung program pembangunan daerah.  Selanjutnya FA 
mengatakan bahwa sesuai dengan Permendagri no 17 tahun 2007 tentang pengelolaan aset-aset 
daerah dan PP No 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, serta Perda Kota 
Bengkulu No 8 tahun 2008, Pemerintah memiliki inisiatif untuk menerima investor melalui 
kerjasama Public Private Partnership dengan sistem BOT dalam rangka menunjang fasilitas 
kebutuhan Kota Bengkulu, termasuk pendapatan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan. 
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Kerjasama Kemitraan  dengan PT Dwisaha Selaras Abadi  untuk PTM/ Mega Mall  
dan PT Impian Bengkulu Indah untuk BIM dirilis dan dilakukan pada masa Pemerintahan  
Chalik Efendi  Periode 2002-2007 memandang pada keuntungan yang diperoleh pemerintah 
dari berbagai sektor dalam pembangunan. Karena faktor inilah maka pemerintah Kota  
melakukan kerjasama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang (FB). 
Alasan Kemitraan 
Dasar pemikiran dilaksanakanya kemitraan ini adalah keinginan daerah dalam rangka 
pembangunan masyarakat. Hal ini mencakup sektor-sektor pendapatan hingga pada sektor 
perekonomian masyarakat. Tingkat keuntugan dari program Public Private Partnership 
dengan pihak ketiga dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) dapat membantu rencana 
pembangunan Kota Bengkulu, dalam kompetisi antar daerah. Pemerintah Daerah Kota 
Bengkulu berharap  memiliki ciri khas daerah dan fasilitas yang menambah gairah ekonomi 
masyarakat (wawancara dengan E, September 2018) 
Mengingat keterbatasan dana dalam program pembangunan sehingga kemitraan 
menjadi salah satu solusi ketika ada pertanyaan mengapa tidak langsung diambil alih dan 
dibangun pemerintah. Pembangunan Mega Mall dan PTM menghabiskan dana puluhan milyar, 
belum lagi operasionalnya. Untuk itu guna menunjang kesejahteraan masyarakat maka 
kemitraan ini dilakukan dengan harapan kemanfaatan yang sebesar-besarnya (Wawancara 
dengan FS, September 2018). 
Selaras dengan perkataan mantan Wakil DPRD (D) bahwa Pemerintah Kota Bengkulu 
tidak memiliki kekayaan dan kemampuan untuk membangun Bangunan milyaran rupiah, oleh 
karena itu perlu dicarikan investor yang benar- benar sanggup membangun, dengan 
pengembalian dari penjualan kios- kios yang dibangunnya sendiri (wawancara dengan D, 
September 2018).  
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Dengan didirikan pasar modern maka tingkat ekonomi dipastikan dapat meningkat, 
karena efek dari dibangunnya Mall akan dapat memberi rangsangan untuk bangkitnya ekonomi 
kecil di sekitar lokasi (wawancara dengan FB, September 2014). Terlebih lokasi pasar modern 
yang strategis dapat meningkatkan semangat pengusaha transportasi (angkutan kota) untuk 
menambah armada atau menarik minat bagi usaha baru di bidang transportasi perkotaaan. 
Lokasi PTM/ Mega Mall di tengah kota memberi kontribusi untuk bangkitnya pelaku- pelaku 
ekonomi di sekitar Mall untuk saling bersaing dan menjual barang dagangannya. Para 
pedagang tidak perlu melakukan promosi tetapi para pengunjung Mall akan melewati lokasi 
perdagangan para pedagang kecil. Setidaknya banyaknya orang lewat, maka kemungkinan 
barang terjual relatif tinggi dibanding dengan lokasi yang tidak dikunjungi banyak orang.  
Begitu juga lokasi Bencoolen Mall sangat dekat dengan lokasi pariwisata Pantai 
Panjang, sehingga pembangunan dilakukan di dekat pantai dengan harapan menjadi arena 
sentra ekonomi perbelanjaan dan pariwisata (wawancara dengan E, September 2018). Dengan 
dibangunnya Mall di dekat pantai maka memiliki efek yang produktif juga bagi perekonomian 
Kota Bengkulu (FB, September 2018). Banyaknya toko- toko dan kios- kios baik yang kecil 
maupun yang besar mulai tumbuh dan berkembang saling bersaing di sekitar Bencoolen Mall 
tidak lain juga dampak dari geliatnya ekonomi di sekitar Mall. Para pengunjung berasal dari 
masyarakat Kota Bengkulu dan berasal dari Kabupaten – kabupaten se Propinsi Bengkulu, 
karena di Propinsi Bengkulu ini hanya terdapat 3 Mall yang relatif besar dan dibangun berdasar 
kemitraan Pemerintah Kota dengan pihak swasta. Dalam kemitraan terdapat tiga hal yaitu 
harapan, saling menghormati, dan kepercayaan (Crowhurst, 1997).  Harapan yang dimaksud 
dalam kemitraan ini adalah saling menguntungkan atau kemanfaatan yang seimbang antara 
Pemerintah dan Swasta, sedangkan menghormati dan saling memberi kepercayaan itu lebih 
pada kebijakan pengelolaan yang diberikan kewenangan sepenuhnya pihak swasta tanpa 
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campur tangan. Namun pemerintah tetap mengawasi jalannya kegiatan ekonomi yang 
menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.  
Gagasan untuk membangkitkan ekonomi kecil dengan menggandeng investor besar 
membangun Pasar Modern merupakan suatu pemikiran jauh ke depan untuk memajukan Kota 
Bengkulu. Pada saat gagasan kemitraan dimunculkan, masa kepemimpinan Walikota pada 
tahun ke-3 dan ke-4, sehingga konsentrasi pembangunan ekonomi masyarakat Kota terus 
ditingkatkan, dengan harapan bila kepemimpinan yang dilakukan terkesan baik dan 
memperhatikan kebutuhan masyarakat  maka masyarakat akan memilih kembali pada periode 
berikutnya (wawancara dengan anggota DPRD (D), April 2018). 
Mantan anggota dewan pada periode 1999 – 2004 berinisial D yang pada saat Pasar 
Modern direncanakan dan dibangun berkedudukan sebagai Wakil Ketua I dan juga Anggota 
Komisi C yang membidangi pembangungan mengatakan bahwa Walikota saat itu memang 
memiliki keinginan besar untuk memajukan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu. 
Sepengetahuan dia bahwa rencana besar tersebut telah direncanakan dan dibahas di tingkat 
eksekutif. Namun beliau mengatakan bahwa DPRD tidak dilibatkan, seperti pendapatnya 
bahwa: 
“saat itu saya mendukung rencana pembangunan pasar modern, karena 
keberadaannya memang sangat diperlukan. Di samping memberi kesempatan 
berusaha bagi pedagang, juga akan membuka peluang kerja bagi pengangguran” 
(wawancara dengan mantan anggota DPRD (D), Sept 2018). 
 
Meskipun mantan anggota dewan berinisial D tersebut mendukung penuh rencana 
kerja Walikota untuk mendirikan pasar modern, tetapi ketika ditanya tentang keterlibatannya 
dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, dia katakan tidak tahu menahu karena tidak 
dilibatkan. Namun dia meyakini bahwa Bappeda dan Dispenda dilibatkan, karena pekerjaan 
besar tersebut tidak bisa lepas dari tugas Bappeda untuk ikut merencanakan.  
Walikota CE menjadi Kepala Daerah periode 2002 -2007 diusung anggota DPRD 
tahun 1999 – 2004 dari Fraksi PAN dan Fraksi PDIP. Perencanaan dan Pendirian Pasar Modern 
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PTM/ Mega Mall dan Bencoolen Mall dilakukan pada saat pertengahan masa jabatan Walikota 
atau 9 bulan menjelang masa akhir jabatan anggota dewan, sehingga anggota dewan tidak 
dilibatkan (wawancara dengan mantan anggota dewan (D), yang juga Wakil Ketua I DPRD 
periode 1999 – 2004). 
Keberanian Walikota CE untuk membangun milyaran rupiah dengan menjalin 
kemitraan merupakan terobosan yang luar biasa, dan saat itu banyak yang menentang, terutama 
masyarakat yang mengatasnamakan warga Kota Bengkulu (wawancara dengan mantan Ketua 
DPRD- DA, September 2018).  
Hasil penelitian diolah dengan menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Keterlibatan  dalam perencanaan 
a) Pasar Modern di Kota Bengkulu di rencanakan oleh Eksekutif 
b) Legislatif diajak berunding di meja rapat, dengan minimnya anggota yang hadir. 
c) Keputusan di ambil dalam keputusan bersama dengan   berbagai pertimbangan, 
diputuskan pembangunan tetap dijalankan. 
d) Dominasi politik dalam menarik simpati masyarakat,  ketimbang perkembangan 
perekonomian 
2.  Keterlibatan dalam fungsi Bugdeting 
a) Model pengadaan infrastruktur adalah Public  Private Partnership 
b) Landasan tripatrit (State, Customer, Corporate), mengarah pada keuntungan bersama 
pemerintah, masyarakat, dan pengusaha 
c) Pemerintah tidak mengeluarkan modal awal, tetapi melibatkan swasta ambil bagian. 
d) Jangka waktu kemitraan 20 th untuk Mega Mall dan 30 th untuk Bencoolen Mall. 
e) Dewan Legislatif memantau perolehan Retribusi  
f) Adanya aliran dana masuk yang tidak sesuai dengan perencanaan (contoh:  parkir) 
g) Pihak corporate merasa rugi dan belum Break Even Point (BEP). 
 
3. Keterlibatan dalam fungsi Pengawasan 
a) Dewan melakukan pengawasan terhadap penerimaan daerah 
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b) Masih ada 42% bangunan yang blm laku,   menyebabkan corporate dirugikan secara 
durasi 
c) Pemerintah Daerah merasa disiasati  untuk penerimaan pendapatan (parkir by 
machine) 
d) Belum secara total sistim pengawasan dilakukan  oleh legislatif, apalagi sistim konsesi 
jangka panjang  
              
4. Keterlibatan dalam Fungsi Regulasi 
a) Dengan keberadaan pasar modern belum sepenuhnya setiap anggota  memahami 
kaitan model PPP 
b) Hanya pihak pimpinan yang terlibat secara aktif 
c) Dipastikan akan terjadi lempar tanggungjawab antar anggota dewan, terlebih masa 
kontrak konsesi yang  jangka panjang. 




















        Secara umum Legislatif telah melaksanakan fungsi budgetair, pengawasan, dan 
legislasi. Hanya intensitas  dan kualitas keterlibatan masih pada batas formalitas bukan pada 
pelaksanaan tugas secara tuntas. Keterlibatan budgetair lebih didominasi oleh pihak 
pemerintah dan sebagian pihak legislatif bukan seluruh anggota legislatif. Berbagai alasan 
disebabkan oleh kesibukan masing masing anggota dewan, atau bahkan memanggap bukan 
tugas di komisinya. Keterlibatan pengawasan dilakukan setelah infrastruktur berdiri megah, 
sehingga makna filosofi sejarah berdirinya tidak dipahami, sehingga ketika terjadi konflik 
antara korporasi dengan pemerintah, dewan legislatif punya persepsi lain yang menyebabkan 
permasalahan baru. Di bidang legislasi, dewan berfungsi ikut langsung dalam pengambilan 
kebijakan memutuskan perjanjian kerjasama dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).  
 2. Rekomendasi 
         Perlu pengawalan secara ketat perencanaan, dan pelaksanaan pengadaan bentuk 
kemitraan dalam pengadaan infrastruktur layanan publik. 
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